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Azas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas
"keterbukaan" adalah bahwa dalam proses
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan mulai dari perencanaan,
persiapan, penyusunan, dan pembahasan
bersifat transparan dan terbuka. Dengan
demikian seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk memberikan masukan dalam

~ proses pembuatan Peraturan Perundang-

undangan.




Pasal 30

Penyebarluasan rancangan peraturan
daerah yang berasal dari dewan
perwakilan rakyat daerah dilaksanakan
oleh sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah.

Penyebarluasan rancangan peraturan
daerah yang berasal dari gubernur atau
bupati/walikota dilaksanakan olah
sekretaris daerah.




Penjelasan Pasal 30

Sebagaimana rancangan undang-undang,
rancangan peraturan daerah juga
disebarluaskan, misalnya melalui Televisi
Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia,
Internet, media cetak seperti surat kabar,
majalah, dan edaran di daerah yang
bersangkutan, sehingga khalayak ramai
mengetahui adanya rancangan peraturan
daerah yang sedang dibahas didewan
perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan.
Dengan demikian masyarakat dapat
memberikan masukan materi rancangan

peraturan daerah yang sedang dibahas
tarcehi it




Pasal 53

[l Masyarakat berhak memberikan
masukan secara lisan atau tertulis
dalam rangka penyiapan atau
pernbahasan rancangan undang-
undang dan rancangan peraturan
daerah.




Penjelasan Pasal 53

[1 Hak masyarakat dalam ketentuan ini
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat/dewan, perwakilan rakyat
daerah.




